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ABSTRAK 

 

AKIBAT HUKUM PERCERAIAN TERHADAP STATUS PERDATA ANAK DALAM 

PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA 

 

BINTANG PRAYOGA 

502021149 

 

Perceraian merupakan salah satu masalah hukum yang sering terjadi dalam kehidupan 

masyarakat. Dalam konteks hukum pernikahan di Indonesia, perceraian tidak hanya 

berdampak pada pasangan suami istri, tetapi juga berpengaruh terhadap status perdata anak 

yang lahir dari perkawinan tersebut. Perceraian menjadi isu yang tidak hanya terkait 

dengan hak dan kewajiban suami istri, namun juga menyentuh aspek hak-hak anak, 

terutama dalam hal status hukum, hak asuh, dan nafkah anak setelah perceraian. 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah akibat 

perceraian terhadap status perdata anak dalam persperktif hukum perkawinan di 

Indonesia? (2) Bagaimanakah status hukum dan hak waris anak sebagai akibat terjadinya 

perceraian? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode 

Kualitatif, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Normatif. Hasil 

penelitian Akibat perceraian terhadap status perdata anak dalam perspektif hukum 

perkawinan di Indonesia adalah sebagai berikut: a. Anak yang lahir dari perkawinan yang 

sah yang memiliki hubungan keperdataan dengan ayah dan ibunya; b.Anak yang lahir di 

luar perkawinan yang sah tetap memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga 

ibunya dengan ayah jika dapat di buktikan; c.Anak yang lahir dari perkawinan yang batal 

atau tidak sah tetap dianggap sah dan tetap memiliki hubungan keperdataan dengan ibu 

dan keluarganya; d. Anak yang diakui dan anak yang di sahkan diakui oleh ayahnya 

melalui pengakuan anak. Kemudian Status hukum dan hak waris anak sebagai akibat 

terjadinya perceraian adalah; a. Status hukum pasangan setelah pereceraian dapat terjadi 

setelah melalui proses pengadilan akibatnya putus hubungan suai istri; b. Status hukum 

anak pasca perceraian tidak menghilangkan hak dan kewijiban orang tua terhadap anak; c. 

Hak waris setalah perceraian mantan suami dan istri tidak lagi saling mewarisi. 

 

Kata Kunci: Akibat Hukum, Perceraian, Status Perdata Anak 



 
 

ABSTRACT 

 
THE LEGAL CONSEQUENCES OF DIVORCE ON THE CIVIL STATUS OF CHILDREN FROM THE 

PERSPECTIVE OF MARRIAGE LAW IN INDONESIA 

 

BINTANG PRAYOGA 

502021149 

 

Divorce is one of the legal issues that often occurs in people's lives. In the context of 

marriage law in Indonesia, divorce not only affects the husband and wife but also impacts 

the civil status of the children born from the marriage. Divorce becomes an issue that is 

not only related to the rights and obligations of husband and wife but also touches on 

aspects of children's rights, especially in terms of legal status, custody, and child support 

after divorce. The issues examined in this research are: 

(1) What are the effects of divorce on the civil status of children from the perspective of 

marriage law in Indonesia? (2) What is the legal status and inheritance rights of children 

as a result of divorce? The research method used in this study is the Quantitative 

Method, while the approach used is Normative Juridical. Research results The impact of 

divorce on the civil status of children from the perspective of marriage law in Indonesia is 

as follows: a. Children born from a valid marriage have a civil relationship with their 

father and mother; b. Children born outside of a valid marriage still have a civil 

relationship with their mother and her family, and with their father if it can be proven; c. 

Children born from a void or invalid marriage are still considered legitimate and 

maintain a civil relationship with their mother and her family; d. Acknowledged children 

and children legitimized by their father through acknowledgment. Then The legal status 

and inheritance rights of children as a result of divorce are as follows: a. The legal status 

of the couple after divorce can occur after going through the court process, resulting in 

the termination of the marital relationship; b. The legal status of the child post-divorce 

does not eliminate the rights and obligations of parents towards the child; c. Inheritance 

rights after divorce, former husband and wife no longer inherit from each other. 

 

Keywords: Legal Consequences, Divorce, Child's Civil Status 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

Pernikahan atau perkawinan sudah menjadi sebuah kewajiban yang dilakukan oleh 

insan manusia pada umumnya. Pernikahan merupakan institusi sosial yang memiliki 

peran penting dalam kehidupan individu maupun masyarakat. Dalam berbagai budaya, 

pernikahan tidak hanya berfungsi sebagai pengikatan sah antara dua individu, tetapi 

juga dianggap sebagai bentuk pengakuan atas hak dan tanggung jawab antara pasangan 

suami-istri. Djamari dalam bukunya "Pernikahan dalam Perspektif Hukum dan Agama" 

menguraikan bahwa pernikahan memiliki makna religius, sosial, dan hukum, yang 

mencakup kewajiban bersama antara pasangan serta pengakuan sosial atas status 

mereka.
1
 

Ikatan perkawinan akan melahirkan akibat hukum terutama berkaitan dengan harta 

bersama sebagaimana yang sudah diatur di dalam hukum perdata di Indonesia dengan 

tujuan untuk mengantisipasi terjadinya problematika hukum di dalam 

menyelesaikan permasalahanantara suami istri hingga perceraian. Walaupun 

perkawinan bertujuan untuk menciptakan keluarga yang kekal dan bahagia, yang 

berlandaskan pada Tuha Yang Maha Esa, akan tetapi banyak faktor yang memicu 

keretakan bangunan rumah tangga hingga terjadinya perceraian.
2
 

 

1
 M. Djamari, Pernikahan dalam Perspektif Hukum dan Agama. (Jakarta: Pustaka Ilmu, 2019). Hlm 24 

2
 Khalisah Hayatuddin.,―Penyelesaian Masalah HartaiBersama Dengan Mekanisme 

Peralihan Hak: Studi Terhadap PutusaniPengadilan Agama Sekayu,‖ Al-Qisthu: JurnaliKajian Ilmu-Ilmu 

Hukum 21, no. 1 (2023): 61–81. 
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Sementara itu menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan 

ialah: ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri 

dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan 

Yang Maha Esa. Sedangkan di Kompilasi Hukum Islam, di Pasal 2 dikatakan bahwa: 

perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau 

mitssaqan gholiidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan 

ibadah, maka dari pernikahan tersebut akan menghasilkan keturunan (anak). Anak ialah 

amanah yang haruslah dijaga sebaik-baiknya.
3
 Selanjutnya pada Pasal 7 ayat 

(1) menyatakan bahwa hanya dapat diizinkan apabila lak-laki dan Perempuan telah 

berumur 19 tahun. Peraturan perundang-undangan hasil tindak lanjut dari putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, dengan alas an menekan tingginya 

Tingkat perkawinan di bawah umur. 

Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, 

―Perceraian adalah salah satu sebab putusnya ikatan perkawinan dan perceraian itu 

hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang 

bersangkutan berusaha tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak‖. Untuk 

perkawinan yang dilakukan dengan cara non muslim seperti agama kristen, katolik, 

hindu, budha dan konghucu serta perkawinannya dicatatkan di Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil, maka dapat mengurus perceraian 

dengan terlebih dahulu mengajukan gugatan cerai terlebih dahulu di Pengadilan 
 

3
 Luluk Septaniar Triyanitaiand Paramita Prananingtyas, ―Hak Anak Akibat Perceraian Berdasarkan 

Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam,‖ Jurnal NOTARIUS, vol. 16, no. 2. 2023. 
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Negeri sedangan untuk yang muslim perceraian dapat diajukan gugatan pada 

pengadilan agama. 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pada Pasal 99 membagi status anak menjadi 2 yakitu 

anak sah adalah anak yang lahir di dalam suatu perkawinan, sedangkan anak yang tidak 

sah adalah anak yang lahir diluar perkawinan yang tidak diakui, baik oleh ayah maupun 

oleh ibunya kemudian anak tidak juga terbagi menjadi beberapa penjelas contoh 

seperti Anak sumbang adalah anak yang lahir dari hubungan antara dua orang yang 

memiliki hubungan darah dekat dan dilarang menikah oleh Undang-Undang. Anak 

sumbang juga dikenal sebagai anak haram atau anak hasil dari penodaan darah 

Perceraian sebagai bentuk putusnya perkawinan membawa berbagai akibat hukum yang 

telah diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019. Pasal 

ini mengatur tiga dampak utama dari perceraian, yaitu: pertama, kewajiban orang tua 

terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut, yang harus tetap dipenuhi meskipun 

terjadi perceraian. Hal ini mencakup pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, serta 

kebutuhan dasar lainnya bagi anak. Kedua, pasal ini juga mengatur tentang hak-hak 

mantan istri, termasuk hak nafkah, yang harus diperhatikan oleh mantan suami untuk 

memastikan kesejahteraan mantan pasangan. Terakhir, Pasal 41 ini menetapkan 

pembagian harta bersama, yang harus diselesaikan dengan cara yang adil sesuai 

kesepakatan kedua belah pihak atau keputusan pengadilan jika tidak tercapai 

kesepakatan.
4
 

 

 

4
 H. Marzuki, Hukum Perkawinan di Indonesia. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019). 

Hlm 10 
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Perceraian seringkali disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam 

maupun luar hubungan perkawinan. Salah satu faktor utama yang menyebabkan 

perceraian adalah konflik yang berkepanjangan tanpa adanya penyelesaian, yang kerap 

kali berakar pada perbedaan nilai atau tujuan prinsip hidup antara suami dan istri. 

Menurut Samsudin, konflik yang tidak terselesaikan dapat memicu ketegangan 

emosional, yang pada akhirnya berujung pada keinginan untuk mengakhiri 

kebersamaan dalam perkawinan.
5
 

Faktor lain yang berpengaruh adalah adanya ketidaksetiaan atau perselingkuhan, yang 

mengakibatkan hilangnya kepercayaan dan menghancurkan fondasi emosional dalam 

rumah tangga.
6
 Selain itu, tekanan faktor ekonomi juga menjadi salah satu penyebab 

utama perceraian, terutama ketika salah satu pihak merasa tidak mampu memenuhi 

kebutuhan finansial rumah tangga, yang dapat menyebabkan ketegangan serta rasa 

ketidakpuasan.
7
 

Menelisik lebih jauh tentang perceraian, banyak sekali alasan tentang perceraian 

berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang 

Perkawinan Berikut beberapa alasan sebuah rumah tangga bisa disebut bercerai: 

1) Salah satu pihakiberbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi 

dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. 

 

 

 

 

 

5
 A. Samsudin, Psikologi Pernikahan dan Keluarga. (Bandung: Alfabeta, 2020). Hlm 43 

6
 H. Marzuki. Hlm 40 

7
 M. Djamari. Hlm 36 
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2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-

turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain 

diluar kemampuannya. 

3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau 

hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. 

4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 

membahayakan pihak lain. 

5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat 

tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. 

6)  Antara suami dan istri terus menerus terjadi pertengkaran dan 

perselisihan dan tidak akan ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam 

rumah tangga. 

Selain itu ini juga dipertegas dengan dengan hak nafkah anak yang diatur dalam Pasal 

41 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, menentukan bahwa 

―akibat putusnya perkawinan suami tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah 

kepada anak-anaknya‖. Sebab dengan tegas di atur bahwa suami istri yang telah bercerai 

tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu mengasuh, memelihara dan 

mendidik anak-anaknya sebagaimana tercantum pada Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak bahwa ―orang tua berkewajiban dan 

bertanggung jawab untuk hak mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak 

serta menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya, 

mencegah 
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terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, memberikan pendidikan karakter dan 

menanam nilai budi pekerti pada anak‖. 

Dalam Peraturan Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan kewajiban orang tua terhadap 

anak mendidik sepenuhnya dan sebaik-baiknya, Undang-Undang tersebut juga 

dipertegas bahwasannya hak anak tetap dinafkahi oleh kedua orang tua ibu dan bapak 

dari berbagai aspek seperti pendidikan, asuhan, dan pemeliharaan. 

Konvernsi Hak Anak, yang disahkan olerh Perrserrikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 

tahurn 1989, merru rpakan salah satur instrurmern interrnasional terrpe rnting yang dirancang 

urntu rk merlindurngi hak-hak anak di serlurrurh durnia. Konvernsi ini merncakurp ermpat 

prinsip urtama, yaitur: non-diskriminasi, kerpe rntingan terrbaikibagi anak, hak urntu rk hidurp 

dan berrke rmbang, serrta pernghargaan terrhadap pandangan anak. Prinsip-prinsip ini 

merndasari perrlindu rngan yang diberrikan kerpada anak- anak dalam berrbagai asperk, 

serperrti perndidikan, kerserhatan, dan keramanan. 

Rurmah tangga dinyatakan rersmi berrce rrai kertika purtu rsan kertu ra perngadilan agama 

mernyatakan bahwa perrkawinan terlah berrakhir, dan kertertapan terrse rburt berrsifat final 

serrta merngikat se rcara hurkurm. Pe rrcerraian, dalam konterks hurkurm, burkan hanya 

berrarti perrpisahan fisik, merlainkan permurtursan ikatan hurku rm yang merngakhiri hak 

dan kerwajiban antara surami dan istri. Dalam konterks hurkurm perrdata Indonersia, 

perrcerraian mermiliki konserkurernsi se rriurs terrhadap staturs kerkurasaan orang tura 

atas anak. Berrdasarkan kerternturan dalam Kitab Urndang- Urndang Hu rku rm Perrdata 

(KUrHPe rrdata), perrcerraian dapat merngakibatkan salah satur ataur kerdura orang tura 

kerhilangan kerkurasaan serbagai wali anak, hak asurh anak 
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mernurrurt Pasal 156 Hu rrurf (a) bahwa hak asurh anak dibawah urmurr 12 tahurn jaturh pada 

orang tua Perempuan/ibu.
8
 

Namurn, dalam Pasal yang lainnya diserbu rtkan bahwasannya Pasal 246 KUrH Perrdata 

mernergaskan bahwa serte rlah berrkakhirnya hurburngan orangtura, maka Pe rngadilan Agama 

merngamanatkan siapa orang tura yang akan merngambil alih perngasurhan anak 

terrse rburt. Ke rcurali itur terntang perngherntian wali. Dalam hal ini tidak jerlas siapa yang 

berrku rasa atas anak yang berlurm derwasa, tertapi hanya mernurrurt perrtimbangan 

perngadilan nergerri dan purtu rsan yang diambil berrdasarkan prosers pe rrcerraian. 

Be rrdasarkan urraian yang su rdah dijerlaskan diatas, maka pernurlis terrtarik urnturk 

merlakurkan pernerlitian skripsi derngan jurdu rl ―AKIBAT PERCERAIAN 

TERHADAP STATUS PERDATA ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM 

PERKAWINAN DI INDONESIA”. 

B. Rumusan Masalah 

 

1. Bagaimanakah akibat perrcerraian terrhadap staturs pe rrdata anak dalam 

perrsperktif hurku rm perrkawinan di Indonersia? 

2. Bagaimanakah staturs hurku rm dan hak waris anak se rbagai akibat terrjadinya 

perrcerraian? 

C. Ruang Lingkup 

 

Pernerlitian ini akan dilakurkan permbatasan perrmasalahan agar lerbih fokurs dan terrarah 

yakitur akan mermbahas akibat hurku rm perrcerraian terrhadap staturs pe rrdata anak 

dalam perrsperktif hurku rm perrkawinan di Indonersia dan staturs hurkurm 

 

8
 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut : Perundang Hukum Adat 

Agama (Jakarta: Mandar Maju, 2019). Hlm 14 
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hak waris akan serbagai akibat terrjadinya perrcerraian tidak mernurturp ke rmurngkinan akan 

jurga mermbahas hal-hal yang berrkaitan derngan objerk yang pernu rlis terliti. 

D. Tujuan dan manfaat Penelitian 

 

Turjuran pernerlitian ini adalah urntu rk mernganalisis dan mernje rlaskan serbagai berrikurt: 

a. Akibat perrcerraian terrhadap staturs pe rrdata anak dilihat dari perrsperktif 

hurku rm perrkawinan di Indonersia. 

b. Staturs hurku rm dan hak waris anak akibat dari terrjadinya perrcerraian. 

 

Manfaat pernerlitian ini adalah serbagai berrikurt: 

 

1. Se rcara teroritis, diharapkan hasil pernerlitian ini akan mermperrsurmbangsih 

permikiran dalam mernge rmbangkan ilmur perngertahuran khu rsursnya dalam 

bidang hurku rm perrdata terrkait perrcerraian dan staturs hu rku rm perrdata anak. 

2. Sercara praktis, hasil perne rlitian ini dapat mernjadi serburah masurkan bagi 

perngambil kerbijakan stakerholderr di dalam merngerpalurasi staturs anak akibat 

perrcerraian kerdu ra orang tura nya. 

E. Kerangka Konseptual 

 

1. Akibat adalah sergala akibat yang terrjadi dari perrburatan hurku rm ataur 

peristiwa hukum yang diatur oleh hukum.
9
 

2. Perrcerraian adalah salah satur be rnturk pu rtu rsnya pe rrkawinan yang mermiliki 

dampak hukum, sosial, dan psikologis bagi pasangan dan anak-anak.
10

 

 

 

 

 

 

9
 K.Watjik Saleh, Hukum Perdata Indonesia (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2020). Hlm 46 

10
 K.Watjik Saleh. 
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3. Staturs pe rrdata anak adalah kerdurdurkan hu rku rm se rorang anak dalam 

masyarakat yang terrkait de rngan hak dan kerwajiban yang dimiliki 

rrdasarkan hurku rm yang berrlakur. 

 

4. Hu rku rm pe rrkawinan adalah serperrangkat aturran hu rku rm yang merngaturr 

terntang hak, kerwajiban, dan staturs su rami istri dalam serburah ikatan 

perrkawinan, serrta akibat hurku rm yang timbu rl dari perrnikahan terrserburt. 

 

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan 

Hasil perne rlitian serberlu rmnya dapat dijadikan acuran dalam perne rlitian ini. Maka dari 

itur taberl di bawah ini disajikan hasil perne rlitian dari hasil terrdahurlur. 

No. Nama Penelitian Judul & Tahun Hasil Penelitian 

1. Murdrikaturl 

Khoiriyah 

(Urnive rrsitas Islam 

Nergerri Maurlana 

Malik Ibrahim) 

Nafkah   Anak 

Berrkerlanjurtan Pasca 

Perrcerraian Perrsperktif 

Urndang-Urndang 

Nomor 35 Tahurn 2014 

Terntang Pe rrlindurngan 

Anak (2022) 

Hak nafkah anak pasca 

perrcerraian diaturr dalam 

Pasal 41 Urndang Urndang 

No. 1 Tahurn 1974 

Terntang Pe rrkawinan, 

merne rnturkan bahwa akibat 

purtursnya pe rrkawinan 

surami tertap mermiliki 

kerwajiban mermberri 

nafkah kerpada anaknya. 

Se rbagaimana dinyatakan 

dalam pasal 14 UrUr No. 

35 Tahurn 2014 Terntang 

Pe rrlindurngan Anak terlah 

ditergaskan bahwa anak 

tertap berrhak merndapatkan 

perngasurhan, 

permerliharaan, perndidikan 

dan perrlindurngan urntu rk 

prosers turmbu rh kermbang 

dari kerdu ra orang turanya 

sersurai  derngan 
kermampuran, bakat, dan 

 

11
 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perkawinan. 

12
 K.Watjik Saleh, Hlm 50 
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   minatnya,  serrta 

mermperrolerh permbiayaan 

hidurp dari kerdu ra orang 

turanya. Artinya bahwa 

kerwajiban dan tanggurng 

jawab terrse rburt tidak 

hanya bagi ibur merlainkan 

jurga bagi ayah. Karerna 

pada dasarnya biaya 

nafkah anak adalah 

kerwajiban bagi ayah yang 

harurs mermernurhi 
ke rburturhan anak-anaknya. 

2. I Gursti Bagurs Krisna 

Purtra Pratama 

(Urnive rrsitas 

Urdayana) 

Hak Asurh Anak Pasca 

Pe rrcerraian: Perrsperktif 

Hu rku rm Perrdata Di 

Indone rsia (2023) 

Dalam  KUrHPerrdata 

mermang tidak dijerlaskan 

se rcara erxplisit merngernai 

hak asurh anak terrse rburt 

tertapi jika kita 

merngartikan lerbih dalam 

serbernarnya yang di 

inginkan KUrHPerrdata 

kita   adalah anak- 

anak yang dihasilkan olerh 

pe rrkawinan yang sah dan 

pada akhirnya harurs di 

pisahkan olerh perrcerraian 

tertap mermiliki kerdurdurkan 

yang sama dan hak serrta 

kerwajibannya harurs terrurs 

di pernurhi olerhkerdura 

orang turanya baik itur  

ayah dan iburnya. Tertapi 

merngernai Hak asurh anak 

ada perngercuralian di 

dalam pasal 299 Hurku rm 

Perrdata harurs digurnakan 

urnturk merngiderntifikasi 

wali anak di bawah urmu rr. 

Be rrdasarkan kerte rnturan 

pasal 230 KUrHPe rrdata, 

Hakim dapat mernernturkan 

bersarnya urang yang harurs 

dibayar olerh kerdura berlah 

pihak urntu rk mernghidurpi 

anak yang berlu rm derwasa, 
jika pihak yang diturnjurk 
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   serbagai perngganti tidak 

mampur mermbiayai 

perrawatan dan bimbingan 

kerpada anak terrse rburt. 

Wali anak dipurturs olerh 

perngadilan, sersurai pasal 
229 KUrH Perrdata. 

3. Lurlurk Serptaniar 

Triyanita  dan 

Paramita 

Prananingtyas 

(Urnive rrsitas 

Dipone rgoro) 

Hak Anak Akibat 

Perrcerraian 

Be rrdasarkan Urndang- 

Urndang Pe rrkawinan 

Dan Kompilasi 

Hu rku rm Islam (2023) 

Dijerlaskan bahwa dalam 

UrUr No 16/2019 terntang 

Perrurbahan Atas UrUr  No 

1/1974  derngan  jerlas 

mermperrhatikan 

pe rmernurhan serjurmlah hak 

anak derngan baik, baik 

dalam siturasi hurburngan 

surami istri   yang  urturh 

maurpurn se rte rlah berrce rrai. 

Terrdapat  konserkurernsi 

bagi orang tura yang lalai 

dalam     kerwajiban 

hadhanah,     derngan 

implikasi perncaburtan hak 

perngurasaan  orang  tura 
terrhadap anak terrserburt. 

 

Dari kertiga Sturdi terrdahurlur  di atas yang mermberdakannya derngan pernerlitian saya 

yaitur  pada pernerlitian yang diburat olerh Murdrikaturl Khoiriyah fokurs pada permbahasan 

merngernai hak nafkah anak pasca perrcerraian yang terrjadi ole rh ke rdura orang tura. 

Serdangkan, pada fokurs pernerlitian yang diburat olerh I Gursti Bagurs Krisna Purtra Pratama 

mermbahas merngernai perrsperktif KUrHPe rrdata terrhadap hak asurh anak terrmasurk 

kerbijakan hakim yang bisa mernernturkan berrapa biaya bersaran yang harurs dikerlurarkan 

olerh kerdu ra berlah pihak yakni orangtura urntu rk mernghidurpi anak yang berlurm derwasa. 

Kertiga, pada pe rnerlitian Lurlu rk Serptaniar Triyanita dan Paramita Prananingtyas 

mermfoku rskan pe rmbahasan merngernai konserku re rnsi yang akan diterrima olerh orang 

tura apabila tidak mermernurhi hak-hak anak serterlah merrerka merlaku rkan perrcerraian. 

Serdangkan pernerlitian saya berrfokurs kerpada staturs 
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perrdata anak dalam perrsperktif hurkurm pe rrkawinan di Indonersia akibat dari 

perrcerraian kerdu ra orang tura. 

H. Metode Penelitian 

 

1. Jenis Penelitian 

 

Pe rnerlitian yang ada dalam skripsi ini merrurpakan perne rlitian hurku rm normatif. 

Pernerlitian hurku rm normatif adalah perne rlitian hurku rm yang merlertakan hurku rm 

serbagai serburah bangurnan siste rm norma. Sisterm norma yang dimaksurd adalah 

mernge rnai asas-asas, norma, kaidah dari perraturran pe rrurndangan, purtursan perngadilan, 

perrjanjian serrta doktrin (ajaran). Paterr Mahmurd Marzurki mernjerlaskan bahwa pernerlitian 

hurku rm normatif adalah suratur prosers urnturk merne rmurkan aturran hurkurm, prinsip-prinsip 

hurkurm, gurna mernjawab perrmasalahan hurkurm, pernerlitian hu rkurm normatif dilakurkan 

urnturk mernghasilkan argurmerntasi, terori ataur konse rp baru sebagai preskripsi 

(penilaian) dalam masalah yang dihadapi.
13

 

2. Sumber Data 

 

Data yang diperrgurnakan dalam pernerlitian ini ada 2 (dura) je rnis, yaitur data primerr dan 

data serkurnde rr. 

a. Data primerr, adalah data-data yang dipe rrolerh dari berrbagai Urndang- 

Urndang dan Purtursan Perngadilan yang be rrkaitan de rngan pernerlitian ini 

khursursnya terrkait KU rHPe rrdata dan Urndang-Urndang Pe rrkawinan di 

Indone rsia. 

 

 

 

 

 

 

13
 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. (Jakarta: Kencana, 2021). Hlm 22 
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b. Data se rkurnderr, adalah data yang diperrolerh dari sturdi purstaka (library 

rerserarch), yang berrsurmberr pada bahan hurkurm primerr, bahan hurkurm 

rkurnderr dan bahan hurku rm terrsierr. 

 

1. Bahan hukum primer (Perundang-undangan) meliputi Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2014 Tentang Pelindungan anak 

2. Bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi literatur dan dengan 

menelusuri karya-karya yang berkaitan dengan isu-isu yang disesuaikan 

dengan masalah utama dalam Skripsi ini. 

3. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan skripsi ini 

mencakup kamus, ensiklopedia, jurnal ilmiah, surat kabar, pendapat 

para ahli, serta situs internet. 

3. Metode Pengumpulan Data 

 

Perngurmpu rlan data dilakurkan derngan cara merlakurkan analisis data dari sturdi purstaka 

(library rerse rarch) yakni mermbaca, merncatat, merngurtip bahan-bahan purstaka, mernerlaah 

perraturran perrurndang-urndangan yang berrhu rburngan derngan materri permbahasan dan 

perne rlitian. 

4. Analisis Data 

 

Pe rnu rlisan ini mernggu rnakan analisis data se rcara derskriptif kuralitatif, yaitur mernganalisis 

kerterrkaitan antara terori derngan kernyataan-kernyataan yang ada di 

 

 

 

14
 Muhammad Hendri Yanova, ParmaniKomarudin, and Hendra Hadi, ―Metode Penelitian Hukum: 

Analisis Problematika Hukum DenganiMetode Penelitian Normatif Dan Empiris,‖ Badamai Law 

Journal Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat, vol. 8, no. 2, pp. 394– 408, 2023 
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lapangan berrdasarkan pernerlitian derngan merngurraikan hal-hal yang pokok mernjadi 

bagian-bagian hingga didapat sebuah kesimpulan.
15

 

I. Sistematika Penulisan 

 

Pernerlitian ini diburat berrdasarkan sistermatika pernu rlisan di dalam pernerlitian ini, 

pernerliti mermbaginya dalam ermpat bagian yaitur: 

BAB 1: PENDAHULUAN 

 

Perndahurluran ini terrdiri dari latar berlakang, ru rmursan masalah, rurang lingkurp, 

turjuran pernerlitian, manfaat pernerlitian, kerrangka konserptural, rervierw sturdi terrdahurlur yang 

rerle rvan, mertode r perne rlitian, sistermatika pernurlisan. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

 

Pada bagian tinjauran purstaka ini berrisi merngernai tinjauran urmurm terntang 

perngerrtian dari perrce rraian, urnsurr-urnsu rr perrce rraian, tinjauran urmu rm terntang 

perrkawinan, perngerrtian perrkawinan, perngerrtian hak asurh, terori terntang hak asurh, 

tinjauran terntang hak asurh, perngerrtian nafkah dan tinjauran urmurm terntang nafkah. BAB 

III: PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan merngu rraikan terntang hasil pernerlitian yakni akibat hurku rm 

perrcerraian terrhadap staturs pe rrdata anak dalam perrsperktif hurku rm perrkawinan di 

Indonersia dan staturs hu rkurm dan hak waris anak serbagai akibat terrjadinya 

perrcerraian. 

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN 
 

 

 

 

 

 

15
 Elia Ardyan, Metode Penelitian KualitatifiDan Kuantitatif. (Jambi: PT. Sonpedia 

Publishing Indonesia, 2023). Hlm 31 
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Bab ini mermurat berberrapa kersimpurlan dan saran yang diburat pernerlitian serbagai hasil 

dari permbahasan dan perngurraian di dalam pernerlitian ini, dari kerserlurrurhan 

pe rrmasalahan yang ada. 
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